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Abstrak
 

Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang

cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai

Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah

diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi

yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis

teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan

layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan

hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum

terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif.

Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-

Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum

terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan

Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai

permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran

Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban

Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya

Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang

beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat

penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.

<hr>One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and

positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and

Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about

The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the

Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but

there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems

that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not

registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the

research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study,

it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending

Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems
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related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have

sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there

are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still

found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from

OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech.


